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Pada kehidupan masyarakat modern saat ini kemajuan teknologi, urbanisasi, dan
industrialisasi menimbulkan problematika sosial. Tidak mudah masyarakat untuk
melakukan adaptasi terhadap kondisi tersebut, hal ini menyebabkan banyak
kebingungan, kebimbangan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal
maupun internal dalam batin sendiri yang tersembunyi sifatnya. Bahkan sampai
ada yang melakukan tindakan pembunuhan demi mencapai segala yang
dinginkan.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah apa yang menyebabkan
orang membayar pembunuh bayaran dan sanksi hukum bagi pelaku yang
membayar pembunuh bayaran, serta upaya pihak kepolisisan dalam
menanggulangi tindak pidana pembunuhan.

Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian juridis empiris, dengan tehnik
analisa kwalitatif, diawali dengan penelitian aspek-aspek normatif terhadap
aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan.

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Faktor
Penyebab Orang Membayar Pembunuh Bayaran Untuk Melakukan Tindak Pidana
Pembunuhan adalah : Faktor psikologi, Faktor balas dendam, Faktor ekonomi.
Dalam kerangka penegakan hukum, Sanksi tindak pidana pembunuhan diatur
dalam KUHP sebagai berikut : Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang
Dilakukan dengan Sengaja, dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang
Dilakukan Secara tidak Sengaja.

Untuk itu perlu dilakukan tindakan penanggulangan terhadap tindak pidana
pembunuhan dengan cepat yaitu upaya Kepolisian dalam penanggulangan secara
serius dan sungguh-sungguh, dalam arti penanggulangan yang setuntas-tuntasnya,
penanggulangan itu berupa : Upaya preventif atau pencegahan, dan Upaya represif
atau penindakan
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